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Skripsi ini berjudul ``IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NO 3 TAHUN 
2017 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN 
PERDAGANGAN ORANG DI TINJAU DALAM FIQIH SIYASAH ( STUDI 
KASUS KOTA MEDAN )`` Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang 
dilakukan di kota Medan. Perdagangan manusia (Human Trafficking) 
didefinisikan sebagai semua tindakan yang melibatkan pemindahan, 
penyelundupan atau menjual manusia baik di dalam negeri maupun antar negara 
melalui mekanisme paksaan, ancaman, penculikan, penipuan dan memperdaya 
atau menempatkan seseorang dalam situasi sebagai tenaga kerja paksa seperti 
protitusi paksa, perbudakan dalam kerja domestik, belitan utang atau praktek-
praktek perbudakan lainnya. Perdagangan orang banyak terjadi dikota-kota yang 
ada di Indonesia ini. Perdagangan orang menimbulkan korban yang tidak sedikit 
terutama perempuan dan anak-anak. Kota Medan adalah salah satu kota terbesar 
di Indonesia yang menjadi salah satu Kota penyumbang eksploitasi perempuan 
dan anak, dikarenakan pertumbuhan penduduk yang jauh lebih dominan oleh 
perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Membuat oknum-oknum yang tidak 
bertanggung jawab untuk merayu dengan janji-janji  palsu.Karena itu ini menjadi 
perhatian sangat penting, dimana Setiap manusia harus harus di perlakukan 
dengan baik dan bagi korban perdagangan, Dari perempuan, bahkan sampai anak 
di bawah umur, mereka berhak mendapatkan penanganan atau bahkan pemerintah 
sudah mengantisipasi agar tidak terjadi kasus Perdagangan Orang. Kemudian dari 
situ di bentuklah Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2017 Tentang pencegahan dan 
penganan Korban Perdagangan Orang. Dari sinu timbul pertanyaan : bagaimana 
Implementasi Perda Kota Medan No 3 tahun 2017 tentang pencegahan dan 
penanganan Korban Perdagangan Orang di kota Medan ? untuk memperoleh 
jawaban dari pertanyaan itu, Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan 
cara : Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara)  dan Dokumentasi serta 
data data yang di peroleh dari buku buku. Dan dari wawancara kepada beberapa 
pihak yang dapat memberikan informasi seputar tentang Implementasi Perda Kota 
Medan No 3 tahun 2017 tentang pencegahan dan penanganan Korban 
Perdagangan Orang , belum terimplementasi dengan baik, Salah satu nara sumber 
yang saya wawancarai, Bapak Robert A.Napitupulu, A.P.,M.Si selaku kabid 
perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan khusus anak bawah perempuan 
dan anak anak di kota Medan adalah korban terbanyak Perdagangan orang di kota 
Medan, dan salah satu faktor yang membuat marak nya Perdagangan Orang salah 
satunya adalah himpitan Ekonomi serta kurang nya pendidikan. Dan sangat di 
sayangkan masih ada Korban Perdagangan Orang yang belum mendapatkan hak 
hak nya sepertihalnya yang di cantumkan dalam Perda Kota Medan Nomor 3 
tahun 2017, padahal sama sama kita ketahui di dalam Perda Kota Medan No 3 
tahun 2017 sangat melindungi bahkan korban perdagangan orang di Kota Medan 
mendapatkan penanganan dengan baik.Apabila di lihat dalam Tinjauan Fiqih 
Siyasah, pemerintah harus menjaga setiap hak hak yang dimiliki masyarakat nya, 
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A. LATAR BELAKANG 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat 
dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa 
maupun anak-anak dilindungi dari upayaupaya mempekerjakannya pada 
pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang 
eksploitatif karena bersifat tidak manusiawi. 
Indonesia sebagai salah satu negara yang ada di dunia telah memuat 
pengakuan dan perlindungan hak asasi warga negara dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan seperti dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 
1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Indonesia sudah selayaknya 
melindungi segenap hak yang dimiliki oleh tiap-tiap warga negara sesuai dengan 
tugasnya sebagai suatu negara dari setiap pelanggaran akan hak asasi manusia 
yang mengancam warganya.  
Perdagangan manusia (trafiking) adalah salah satu persoalan yang 
melanggar keberadaan hak asasi yang di miliki oleh setiap manusia1. 
                                                             
1 Agus Takariawan dan sherly ayuna, Perlindungan Hukum terhadap Korban Human 
Trafficking dalam Persfektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 25 






 Menurut Undang undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantas 
Tindak Pidana Perdagangan Orang, “ Perdagangan orang adalah bentuk modern 
perdagangan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk 
perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia2. 
Jika berbicara mengenai perdagangan orang , hampir setiap negara di 
dunia ini mempunyai catatan kasus perdagangan orang yang terjadi di negaranya. 
Perserikatan Bangsa bangsa (PBB) mencatat 4 juta orang yang menjadi korban 
human trafficking tiap tahun diperdagangkan menyebrangi perbatasan 
Internasional, diantaranya perempuan, anak anak dan laki laki. International 
Organization for Migration (IOM)  memperkirakan 500 ribu perempuan 
diperdagangkan di wilayah eropa Barat dan Asean, 250 ribu perorang 
pertahunnya3. Negara kita, Indonesia tidak pernah absen dari kasus perdagangan 
orang setiap tahunnya. Indonesia adalah salah satu negara asal terbesar bagi 
korban perdagangan orang, baik bersifat domestik maupun lintas batas. Indonesia 
merupakan salah satu negara asal utama , pada tataran tertentu, dan tujuan, serta 
transit bagi laki laki, perempuan dan anak anak Indonesia menjadipekerja paksa 
dan korban perdagangan seks. 
Perdagangan manusia (Trafficking in Person atau Human Trafficking) 
bagi banyak kalangan masyarakat adalah hal yang sudah sering dan biasa 
terdengar oleh karena tingkat terjadinya kasus perdagangan orang yang sering 
terjadi di Indonesia. Fenomena ini adalah hal yang sering menjadi pusat perhatian 
berbagai kalangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perdagangan manusia 
                                                             
2 Undang undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang  






adalah suatu bentuk praktek kejahatan kejam yang melanggar martabat manusia, 
serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia paling konkrit yang 
sering memangsa mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, cultural dan 
biologis.Marak nya perdagangan orang di Indonesia, merupakan suatu bentuk 
pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan dan anak, 
dan Perdagangan orang juga sudah mencederai Undang undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 butir 1 disebutkan “ hak asasi 
manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai nakhluk Tuhan Yang Maha esa dan merupakan anugrahnya 
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara dan 
pemerintah , dan setiap orang demi kehormatan serta dan melindungi harkat dan 
martabat manusia”. Maka hilang hak di setiap manusia jika mereka di 
perdagangkan oleh oknum oknum yang ingin menjual mereka  dengan sengaja 
dan memberikan kerugian pada korban . 
Kalangan masyarakat sekarang sering menyebut perdagangan manusia 
sebagai the form of modern day slavery. Sebutan tersebut tepat karena 
sesungguhnya ia adalah bentuk dari perbudakanPerdagangan orang adalah salah 
satu pelanggaran hukum yang buruk karena merenggut harkat dan martabat 
manusia. Yang dapat mengakibatkan kerugian materil maupun imateril. 
Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling 
banyak menjadi korban perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya 
untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga 
mencakup bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, 






melakukan prekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau  
memanfaatkan orang tersebut dalam praktikeksploitasi dengan segala bentuknya 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasam, penculikan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran 
atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas korban4. 
Data Markas Besar Kepolisian Republik Indonesa dalam kurun waktu 
2011-2013 saat ini 450 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang(TPPO) telah 
dilaporkan. Jumlah korban yaitu: 375 perempuan, 119 laki-laki dan 189 anak-
anak5.  Data tersebut merupakan hal yang mengejutkan bila melihat Indonesia 
sudah memiliki UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang. Indonesia bahkan telah ikut meratifikasi Konvensi 
International Labour Organization (ILO) Nomor 105 Tahun 1957 Tentang 
Penghapusan Kerja Paksa (Abolition of Forced Labour Convention) dan 
menuangkannya dalam Undangundang Nomor 19 Tahun 1999.  
Sebenarnya permasalahan perdagangan orang sudah berlangsung sejak 
lama yaitu sejak zaman jahiliyah wanita dianggap sebagai orang yang lemah dan 
tidak berguna, sehingga mereka hanya dijadikan budak dan pemuas nafsu lelaki. 
Setelah datangnya agama Islam, derajat para wanita mulai terangkat. Islam 
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, wujud penghargaan terhadap nilai nilai 
kemanusiaan itu dapat dilihat pada aturan syariat yang sangat ketat memberikan 
                                                             
4 Yohanes, mengenai Perdagangan orang dari Presfektif hak Asasi manusia, Mimbar 
Hukum Volume No 3. Hlm 6  
5 Sumber Bareskrim, Polri yang dikutip dalam laporan Rapat Kordinasi GT PP-TPPO 






sanksi pada setiap orang yang melanggar hak hak asasi manusia. Bahkan 
pemulian Allah Swt terhadap eksitensi manusia di dunia juga di tegaskan baik 
dalam al-Quran  dalam Qs. Al-Isra : 706. 
ْم  اهُ نَ قْ َز َر ِر َو ْح بَ الْ بَر ِ َو ْم فِي الْ اهُ نَ لْ َم َح مَ َو ا بَنِي آدَ نَ ْم رَّ ْد كَ قَ لَ َو
ِضيًل  َفْ ا ت نَ قْ لَ ْن َخ مَّ يٍر ِم ثِ ٰى كَ لَ اهُ ْم عَ نَ لْ فَضَّ بَات َو ِ ي  الطَّ نَ  ِم
Artinya : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. 
Dengan demikian Islam menganjurkan agar kita menghargai hak 
mengasihi, menolong, membebaskan, dan berlaku adil kepada orang lain. Di 
samping itu , Allah memerintahkan kita untuk memerdekakan budak ( fakraqabah 
). Di sini jelas betapa ajaran islam mengangkat harkat dan martabat budak pada 
posisi yang demikian mulia dan tinggi. Dan secara lebih khusus, al Quran juga 
bicara tentang perdagangan Perempuan dalam Qs. An – Nur (24) : 33. 
ْن  ُ ِم مُ َّللاَّ يَهُ نِ َّٰى يُغْ ت ا َح اًح كَ وَن نِ دُ يَن لَ  يَِج ِذ ِف الَّ فِ َعْ ت ْس يَ لْ َو
ْم  بُوهُ اتِ كَ ْم فَ انُكُ َم َيْ ْت أ كَ لَ ا َم مَّ َاَب ِم ت ِك َغُوَن الْ ت بْ يَن يَ ِذ الَّ ِه ۗ َو لِ ْض فَ
َل  ْم ۚ َو َاكُ ِ الَِّذي آت اِل َّللاَّ ْن َم ْم ِم ُوهُ آت ا ۖ َو ًر يْ ْم َخ ُْم فِيِه ت ْم لِ ْن عَ إِ
َرَض  َغُوا عَ ت َبْ ت ا لِ نً َن تََحصُّ ْد ََر ْن أ اِء إِ غَ بِ لَى الْ ْم عَ اتِ كُ َيَ ت وا فَ ِرهُ ُْك ت
فُوٌر  نَّ غَ ِه اِه َر ْك ِد إِ عْ ْن بَ َ ِم نَّ َّللاَّ إِ نَّ فَ هُ ْه ِر ُْك ْن ي َم ا ۚ َو يَ نْ اةِ الدُّ يَ َح الْ
يمٌ  ِح  َر
                                                             






Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian 
(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-
budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat 
perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan 
berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya 
kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan 
pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak 
mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada 
mereka) sesudah mereka dipaksa itu7. 
Dalam masalah kejahatan human trafficking ulama bersepakat atas 
haramnya menjual orang yang merdeka dan setiap akad yang mengarah kesana, 
maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Seperti disebutkan 
dalam sebuah hadist Qudsi Allah Azza wajalla mengancam keras orang yang 
menjual manusia, dengan ancaman keras di hari kiamat. Imam al-Bukhari dan 
Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu: 
 
ِ صلىاّلله عليه وسلم قَاََل : قَاَل ّللاَّ  َعْن أَبْي ُهرْيَرةَ َرِضَي ّللاه عنه َعْن النَّبِيه
: َشالََشةٌ أَنَا َخْصُمُهْم يَوَم اْلِقيَا َمِة َرُجٌل أَْعَطى بِي ثُمَّ َغدََر َوَرُجٌل بَاَع 
ًرافَأََكَل ثََمنَهُ َوَرُجٌل اْستَ  َ أ َجَر أَ ِجيًرا فَْستَْو فَىِمْنهُ َولَْم يُْعِط أَْجَرهُ ُح  
 
Artinya : ``Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu 
‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga 
                                                             






golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: 
seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: 
seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan 
ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah 
menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya8.`` 
Mengingat praktek ini memiliki dampak yang tidak sejalan dengan 
tuntunan syari’at yakni tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain ataupun 
bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasul saw. Dan ini merupakan qaidah: 
 kaidah ini menerangkan bahwa penjualan orang tidakالضرر والضرار
diperbolehkan karena mem-bahayakan bagi oarng lain, karena merusak 
kehormatan orang lain, maka dari itu pemerintah atau siapapun yang 
berwewenanmelarang tindak pidana pada pelaku trafficking dan memberikan 
hukuman yang setimpal. 
Dengan demikian Islam adalah agama yang melarang adanya trafficking, 
karena Islam adalah agama yang menyamakan derajat umatnya, dan sangat 
menjunjung tinggi yang namanya Hak Asasi manusia 
Adapun beberpa pendapat Ulama tentang kejahatan human trafficking 
diantaranya: Hanafiyah Ibnu Abidin Rahimahullah berkata, “Anak Adam 
dimuliakan menurut syari’ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan 
perang), maka akad dan penjualan serta penyamaannya dengan benda adalah 
                                                             








perendahan martabat manusia dan hal ini tidak diperbolehkan”.. Menurut Ulama 
Malikiyah yaitu Al-Hatthab Ar-Ru’aini Rahimahullah berkata: “apa saja yang 
tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma’ ulama 
seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai, dan semisalnya. Menurut Ulama 
Syafi’iyah yaitu Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi Rahimahullah 
menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan bathil berdasarkan hadist 
di atas. Ibnu Hajar menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah 
haram menurut ijma Ulama. Ulama Hambali yaitu Hanabilah menegaskan 
batalnya Baiul Hur ini dengan dalil hadist di atas dan mengatakan bahwa jual beli 
ini tidak pernah dibolehkan dalam Islam, diangtaranya adalah Ibnu Qudamah, 
Ibnu Muflih al-Hanbali, Mashur bin Yunus al-Bahuthi dan lainnya9.  
Berbicara mengenai Perdagangan Orang, yang dimana merenggut hak 
asasi di setiap manusia, Tokoh politik Islam, Abu al-Ala` al-Maududi 
menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak universal bagi seluruh 
manusia yang harus di perhatikan dalam segala keadaan. Dengan kata lain al-
Maududi berpendapat bawah Setiap manusia mempunyai hak nya yang sama dan 
harus di jaga dan tidak boleh di renggut, salah satunya dengan merenggut hak 
asasi manusia dengan memperdagangkan atau pun mempekerjakan dengan tidak 
layak, dan menurut al-Maududi undang undang yang di buat mestinyadapat 
menjamin hak asasi manusia semua warganya.  
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Dan menurut al-Maududi hak hak asasi manusia yang harus di perhatikan 
sebagai berikut :10 
a. Perlindungan nyawa, kehormatan, dan harta benda. 
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 179:11 
اِب لَعَلَّكُْم تَتَّقُونَ َولَُكْم فِي اْلِقَصاِص َحيَاةٌ يَا أُوِلي اْْلَْلبَ   
“Dan di dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai 
orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (QS. 2/179) 
b. Kebebasan mengeluarkan pendapat, hidup. Keyakinan, dan 
peribadatan. 
c. Kebebasan menekuni profesi atau pekerjaan. 
Di Indonesia Terdapat peraturan mengenai perdagangan orang yang telah 
direvisi dan disempurnakan dalam undang undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantas Tindak Pidana perdagangan Orang. Dan Aturan mengenai 
perdagangan orang di Indonesia di perkuat oleh : 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian 
Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepala Saksi dan Korban; 
2. Pwraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan 
Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur 
Standar Operasional pelayanan Terpadu Bagi saksi dan atau Korban 
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan untuk didaerah; 
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3. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan 
dan Penanganan Korban Perdagangan Oang. 
Permasalahan mengenai perdagangan orang saat ini sudah menjadi 
permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah baik pusat maupun 
daerah,karena tanpa adanya tindakan yangdilakukan pemerintah dalam 
mengantisipasi dan menangani kasus perdagangan orang ini, dikhawatirkan akan 
terus memperpanjang deretan kasus perdagangan orang12. Dalam kerangka 
Otonomi Daerah, program penanggulangan Perdagangan orang juga merupakan 
kewenangan daerah. Daerah harus mampu mengimplementasikan kebijakan pusat 
terkait dengan program tersebut. Implementasi tersebut bisa berupa peraturan 
daerah, kebijakan, dan program yang dikerjaka. 
Maka dari itu Keberadaan peraturan daerah bagi sebuah negara merupakan 
salah satu pilar penting Demokrasi. Peraturan Daerah adalah Instrument aturan 
yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan 
pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku 
beberapa undang undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dengan menetpkan Perda sebagai salah satu Instrument 
yuridisnya. 
Di bentuknya Perda merupakan produk Hukum atau produk perundang 
undangan pemerintah daerah brtujuan untuk mengatr hidup bersama, melindungi 
hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat . 
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Karena Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota adalah peraturan Perundang 
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
dengan peretujuan bersama Bupati/Walikota. Dan dalam pembentukan peraturan 
Daerah, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk 
berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah.  
Peraturan daerah kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan 
dan Penanganan Korban Perdagangan Oang.membuat kekuatan hukum dan dapat 
melindungi masyarakat dari perdagangan orang, jika perda tersebut 
terimplementasi dengan baik. 
Kota Medan adalah Kota Metropolitan  terbesar ke 3 di Indonesia dengan 
jumlah penduduk sebanyak 2.983.868 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan 
lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki. Jumlah pekerja Perempuan 
sekitar 373.755 jiwa. Usia rata-rata tenaga kerja adalah 15 s/d 60 tahun.12  Tidak 
sedikit penduduk Kota Medan yang memiliki latar belakang pendidikan yang 
kurang baik sehingga banyak pula yang menjadi pengangguran dan 
berharapmendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-
orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengajak dan merekrut penduduk 
yang tidak bekerja dengan pemberian janji-janji yang menggiurkan. Tentu saja ini 
menarik untuk para pengangguran terutama perempuan dan anak-anak yang tidak 
berpendidikan.  
Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan 
Sipil Kota Medan pada Juni tahun 2019, jumlah penduduk perempuan dikota 






diperkuat lagi dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri lebih banyak 
perempuan dibandingkan dengan laki-laki dikarenakan jumlah penduduk 
perempuan lebih tinggi, dan hal tersebut dijadikan peluang oleh oknum yang tidak 
bertanggung jawab untuk memanfaatkannya dalam merekrut perempuan dan 
bahkan perempuan yang belum dewasa atau masih dikatakan anak-anak tidak 
lepas dari jangkauan mereka demi keuntungan yang tinggi untuk menjadi pekerja 
baik di dalam negeri maupun luar negeri.   
Kota Medan sebagai ibukota provinsi di Sumatera Utara merupakan kota 
di Sumut dengan tindakan trafiking terbesar. Kota Medan bukan saja sebagai 
daerah transit namun juga daerah tujuan tindakan trafiking artinya banyak 
pihakpihak di Kota Medan yang merupakan konsumen dari korban trafiking 
tersebut. Salah satu artikel di media berita online bahkan menyatakan bahwa pada 
tahun 2013, jumlah kasus trafiking di Medan meningkat sebanyak 75 %13. Data 
yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
(BPPKB) Kota Medan juga menunjukkan angka kasus yang meningkat yaitu  
pada tahun 2012 kasus yang ditangani oleh BPPKB Kota Medan sebanyak 4 kasus 
dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 35 kasus. Bahkan 2019 yang lalu pada 
bulan November terjadi 4 korban perdagangan orang warga kota medan menjadi 
korban perdagangan orang, Di mana kasus ini bisa terungkap oleh Polrestabes 
medan. Keempatnya berhasil ditemukan unit pelayanan Perempuan dan anak 
(PPA) Polrestabes Medan. Dari hasil penyeledikan, para Korban akan 
diberangkatkan ke Malaysia dengan tawaran gaji yang tinggi. Ternyata dalam 
pelaksanaannya mereka akan dipekerjakan di Spa plus plus. Dengan hal tersebut, 
                                                             






sudah jelas Pencegahan perdagangan orang harus di perhatikan khususnya di Kota 
Medan.  
Dalam Perdagangan Orang, Perempuan dan Anak adalah subjek yang 
mudah untuk dijadikan sebagai korban. Modus yang diguakan dalam merayu 
calon korban adalah dengan menjanjikan berbagai kemewahan dan kesenangan 
untuk menjebak para calon korbannya. Maka dengan itu pemberian perlindungan 
bagi orang orang atau pun masyarakat sangatlah penting di berikan oleh 
pemerintah daerah khususnya kota medan agar masyarakat tidak menjadi korban 
perdagangan orang mau itu seperti pengawasan , sosialisasi, atau pun seminar 
seminar yang berkaitan dengan perdagangan orang. 
Perdagangan orang di kota Medan telah mejadi perhatian khusus oleh 
pemerintah daerah kota Medan untuk berupaya mencegah dan mengurangi tindak 
pidana perdagangan orang mengingat Kota Medan salah satu kota penyumbang 
terbesar untuk tenaga kerja wanita ke daaerah daerah bahkan keluar Negeri . dari 
beberapa kasus yang terjadi  Kota medan memiliki perda mengenai pencegahan 
dan penanganan korban perdagangan orang, di mana perda tersebut  adalah 
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan 
Penanganan Korban Perdagangan Orang. Di dalam perda Nomor 3 Tahun 2017 di 
dalam pasal 1 ayat ke 6, di jelaskan bawahsanya ‘’Perdagangan Orang adalah 
tindakan perekrutan, pengangkutan , penampungan, pengiriman , pemindahan, 
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan, 
penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga 






tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara, untuk 
tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terpolitasi14. Perda tersebut 
bertujuan untuk mengantisipasi perdagangan orang , maka dari itu pemerintah 
kota Medan harus melindungi warganya, khususnya anak atau perempuan, atas 
tindakan perdagangan orang . 
Perlindungan terhadap korban perdagangan orang adalah hal yang sangat 
diinginkan setiap korban perdagangan orang,  seperti halnya memberikan 
pendidikan bagi korban perdagangan orang, ataupun mengembalikan hak hak  
normatif korban ataupun merehabilitasi korban perdagangan orang yang fisik dan 
pikirin nya yang tidak baik15. Tetapi kenyataan nya korban tidak pernah 
dipikirkan atas hak hak nya, korban seakan akan dilupakan atas hal hal yang 
dirugikan, justru negara atau pemerintah daerah kota medan hanya terfokus hanya 
memikirkan bagaimana caranya menghukum pelaku seberat beratnya. Sepertihal 
nya kasus yang terjadi Bulan Desember 2019, diman terjadi kasus perdagangan 
orang, 4 perempuan di Medan menjadi korban perdagangan manusia, dimana 
mereke akan di berikan kerja di Malaysia, ternyata mereka akan di kerjakan  di 
Spa Plus Plus, sedangkan jika bersedia kawin kontrak per 3 bulan mereka akan 
mendapatkan 80 juta, `` ujar EM, salah satu Korban. 
Sudah jelas bawasanya pemerintah kota medan mengeluarkan kebijakan 
yang bertujuan melindungi masyarakat nya dari perdaganan orang dan menangani 
korban perdagangan orang, akan tetapi di kota medan masih banyak korban yang 
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menjadi korban perdagangan oang, dan bahkan korban tersebut masih mengalami 
trauma yang mendalam padahal di dalam perda tersebut di jelaskan bahwa 
pemerinta harus memberikan ataupun Menyelamatkan dan merehabilitasi korban 
perdagangan orang, Mengadopsi hak hak normatif korban, dan Memberdayakan 
perekonomian korban perdagangan orang. Akan tetapi Korban belum 
mendapatkan nya. 
Dan dalam kajian fiqih Siyasah, seharus nya Kemaslahatanuntuk manusia 
dengan menunjukannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun 
di akhir 
Berdasarkan latar belakang tersebut, Pencegahan dan Penanganan Korban 
Perdagangan Orang di Kota Medan harus Di perhatikan, dan Keberadaan Perda 
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan 
Orang di Kota Medan ternyata belum membawa hasil yang memuaskan atau 
terimplementasi dengan baik, karena pada kenyataan kasus perdagangan Manusia 
di Kota Medan masih terus saja bertambah. Berdasarkan fakta tersebut maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘’Implementasi 
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan 




B. RUMUSAN MASALAH 







1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 
Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban 
Perdagangan Orang Di Kota Medan? 
2. Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung terhadap Implementasi 
Perda Kota Medan  No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan 
Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Medan? 
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kota 
Medan No. 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban 
Perdagangan Orang ? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
  Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian 
harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah 
dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan 
Perdagangan Orang di Kota Medan. 
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan 
orang di kota Medan. 
3. Untuk mengetahui dampak nya terhadap jika tidak di terapkannya 
dengan baik Perda Kota medan No. 3 Tahun 2017 tentang pencegahan 
dan penanganan Korban perdagangan orang di Kota Medan. 
4. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap Perdagangan 







D. MANFAAT PENELITIAN 
Di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap tataran 
teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya: 
1. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi 
pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahsan bidang 
ini. 
2. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi 
bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun 
praktisi. 
3. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai 
untuk terhindar nya dari perdagangan orang dan penanganan korban 
perdagangan Orang. 
E. KAJIAN TERDAHULU 
Dari pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang 
berhubungan dengan Kawasan Tanpa Rokok, sehingga dengan adanya 
skripsi ini bisa jadi pelengkap dalam penelitian penelitian sebelumnya, 
penelitian tersebut antara lain skripsi dari KOMANG AGUNG CRI 
BRAHMANDA dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMMAN 
TRAFFICKING ) 
Kajian terdahulu ini menjelaskan tentang perlindungan Hukum 
terhadap korban perdagangan orang.. Sedangkan yang akan peneliti bahas 






dan penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Medan. Hal inilah 
yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.  
F. KERANGKA TEORI 
Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan tema, penulis 
menggunakan beberapa konsep dan teori antara lain: 
i.Konsep Implementasi 
Implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa 
sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk 
positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan 
atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau 
diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 
ii. Konsep Human Trafficking  
Perdagangan manusia (human trafficking) menurut UNODC (United 
Nations Office on Drugs and Crime), bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa 
yang bertugas menangani Kejahatan dan Obat Bius mendefinisikan perdagangan 
manusia sesuai dengan Lampiran II, Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat (a) [1] dari 
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Protokol untuk 
Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) perdagangan 
manusia sebagai “rekrutmen, transportasi, transfer, menadah atau menerima 
manusia, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain 
13 dari kekerasan, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau 






yang memiliki kontrol terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi . Perdagangan 
manusia (human trafficking) menurut Global Alliance Against Traffic in Women 
(GAATW) adalah semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan 
perekrutan,pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang 
dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman 
kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk 
menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja 
yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau 
dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana 
orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali. 
Perdagangan manusia (human trafficking) menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 
memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara 
maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi .  
Dari definisi perdagangan manusia di atas bahwa istilah “perdagangan 
manusia (human trafficking)” mengandung unsur yaitu rekrutmen dan transportasi 
manusia, diperuntukkan untuk bekerja serta melayani, untuk keuntungan pihak 
yang memperdagangkan. Meskipun trafficking dilakukan atas izin tenaga kerja 






digunakan sebagai alasan untuk membenarkan trafficking tersebut), apabila terjadi 
penyalahgunaan atau apabila korban berada dalam posisi tidak berdaya (misalnya 
karena terjerat hutang), terdesak oleh kebutuhan ekonomi (misalnya membiayai 
orang tua yang sakit), dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan 
pekerjaan yang lain, diperdayai oleh oknum yang melakukan perdagangan 
manusia. Tujuan dari kejahatan ini adalah eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga 
kerja (dengan memeras habis-habisan tenaga yang dipekerjakan) dan ekplotasi 
seksual (dengan memanfaatkan atau menjual kemudaan, kemolekan tubuh, serta 
daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi 
seks). Adapun faktor yang menyebabkan seseorang melakukan trafficking adalah 
kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi keluarga, dan lemahnya 
penegakan hukum. 
G.METODE PENELITIAN 
Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu 
melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan 
masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat 
dan jelas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang di lakukan 
penulis yaitu: 
1. Pendekatan penelitian. 
Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati di lapangan16. Dalam 
penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan 
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orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas 
tentang realita dan kondisi di lapangan. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif karena penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan 
peran implementasi perda tentang pencegahan dan Penanganan korban 
perdagangan orang di Kota Medan. 
2. Jenis penelitian. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu 
penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas 
serta konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di 
teliti dengan menggunakan pendekatan sosial (social approuch). Dalam penelitian 
lapangan perlu di tentukan populasi dan sampel17. Populasi adalah keseluruhan 
objek penelitian, yang menjadi populasi penelitian kali ini keseluruhan aplikatif 
tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. 
3. Lokasi penelitian. 
Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Kota medan. 
4. Sumber data. 
Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan 
sebagai pusat informasi pendukung data  yang di butuhkan dalam penelitian. 
Sumber data tersebut adalah: 
a. Sumber data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan. Data 
ini dapat di peroleh melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil 
wawancara kepada sejumlah masyarakat sekitar atau pun pihak pihak yang 
                                                             






terkait, seperti korban perdagangan orang atau pun instasi instasi yang berrhak 
menanggapi persoalan ini 
b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang bersangkutan dengan 
pembahasan ini.ataupun jurnal jurnal yang berkaitan dengan perdagangan 
orang. 
5. Pengumpulan data. 
Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus 
penelitian, maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah: 
a. Observasi, mengamati secara langsung realita yang ada di lapangan yang di 
perlukan dalam mendukung penelitian. 
b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis 
dengan cara membaca literatur, tulisan maupun dokumen berupa foto-foto. 
6. Analisis data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknis 
analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif 
dengan membuat gambaran yang di lakukan dengan cara: 
a. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam 
bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat di 
pahami maknanya. 
b. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang di lakukan peneliti dalam 
menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data 










Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-
tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan 
kajian yang akan penulis lakukan. 
Bab pertama: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari 
rangka untuk keseluruhan kajian yang akan di lakukan oleh penulis, yang 
terdiri dari latarbelakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 
metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan. 
Bab kedua: dalam bab ini, penulis akan mengkaji tentang apa itu 
Perdagangan Orang,Faktor faktor Penyebab dan  perdagangan Orang. 
Bab ketiga: Penulis melangkah kepada Tinjauan Fiqih Siyasah 
terhadap Implementasi Perda Kota Medan No 3 tahun 2017 Tentang 
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan orang. 
Bab keempat: bab ini merupakan bab inti, karena penulis akan 
membahas secara terperinci tentang penelitian,dan pada bab ini akan 
membahas mengenai kebijakan hukum serta aplikasinya dalam 
pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kota Medan. 
Bab lima: penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian 











A. Pengertian Implementasi 
Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonessia 
(KBBI) berarti Pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya 
dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
tertentu. 
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 
yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurrna.18 
Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya 
mekanisme suatau sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu 
kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.19 
Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement 
(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryingout 
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to 
(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut 
mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana 
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.yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat 
terhadap sesuatu.20 
Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara 
pada mekanisme atau sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa 
implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 
dilakukan secara sungguh-sungguh memberikan acuan rencana-rencana tertentu 
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
Implementasi kebijakan diartikan sebagai proses untuk melaksanakan 
kebijakan supaya mencapai hasil.21 Keberhasilan implementasi merupakan 
tanggung jawab politik dan hukum yang membutuhkan dukungan dan 
pengawasan dari orang-orang luar aparat pemerintah. 
B.Tinjauan Tentang Peraturan Daerah 
1. Pengertian Peraturan Daerah 
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 
bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di 
Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah merupakan produk fungsi 
legislasi DPRD atau pembentukan peraturan daerah (Perda) secara substansif 
merupakan bentuk formal dari suatu kebijakan publik22. Sebagai suatu kebijakan 
publik, maka substansi dari peraturan daerah memuat ketentuan yang berkaitan 
dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur.  
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Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintahan Daerah untuk 
menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi 
masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari Peraturan Daerah 
tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan 
daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. 
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan 
daerah (Perda) adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 
Peraturan daerah atau disingkat Perda, berdasarkan ketentuan Undang-
undang tentang Pemerintah Daerah adalah perarutan peundang-undangan yang 
dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala daerah 
baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-undang 
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk 
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memerhatikan ciri khas daerah 
masing-masing23.  
Kemudian dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah 
adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan 
tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih 
lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan 
                                                             





Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Gubernur 
atau Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang 
sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan DPRD, 
sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau 
Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. 
Tujuan di bentuknya Peraturan Daerah adalah memberdayakan masyarakat 
dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentuk peraturan daerah harus 
didasari oleh asas pembentukan perundang undangan pada umum nya antara lain : 
1. Memihak kepada kepentingan rakyat 
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia 
3. Berwawasan Lingkungan dan Budaya 
2.Dasar Konstitusi MemebentukUndang-Undang 
 Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat 
pembenaran (rechtvaardiging) yang dapat diterima jika di kaji secara filosofis. 
Pembenaran harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (ideader waarheid) dan cita-
cita eadilan (idee der gerechtigheid), serta cita-cita kesusilaan (idee der 
zedelijkheid).35 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (5) dan (6) 
mengamanatkan : “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya 
kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 
pemerintahan pusat”. Kemudian dijelaskan pula, “ Pemerintah berhak menetapkan 
peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan”. Secara tegas Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan 
untuk setiap daerah agar dapat melaksanakan pemerintahannya masing masing. 





perundang-undangan. Menurut ilmu pengetahuan hukum, landasan pembuatan 
perda,paling tidak memuat tentang landasan filosofis; landasan yuridis; landasan 
politis dan landasan sosiologis. Landasan filosofis adalah dasar filsafat,yaitu 
pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan 
kebijaksanaan pemerintah kedalam suatu rancangan peraturan perundang-
undangan pemerintah daerah. Pada dasarnya tidak ada peraturan daerah yang 
bertentangan prinsip dasar pancasila. 
Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum 
(rechtground) bentuk pembuatan suatu peraturan pemerintah daerah. Selanjutnya 
landasan yuridis dibagi dalam tiga segi yaitu ; 
 
1. Landasan yuridis segi formal, yaitu landasan yuridis yang 
memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat 
peraturantertentu; 
2. Landasan yuridis segi material, yaitu landasan yuridis segi isi 
atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal 
tertentu,dan 
3. Landasan yuridis segi teknis, yaitu landasan yuridis yang 
memberi 
kewenanganbagiinstansitertentuuntukmembuatperaturantertent
umengenai tata cara pembuatan undang-undangtersebut. 
4. Landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik yang 
menjadi dasar kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan 





5. Landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosilogis yang 
menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah dan mencerminkan kenyataan yang 
hidup dalammasyarakat. 
Pembentukanperaturandaerahmerupakankewenangankepaladaerahbers
ama sama dengan DPRD. Inisiatif pembentukan pembentukan peraturan 
daerah bisa berasal dari kepala daerah maupun inisiati dariDPRD. 
Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan 
perundang-undangan yang dibentukoleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dengan persetujuan KepalaDaerah24. Jadi peraturan daerah merupakan suatu 
pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan 
peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang 
(delegasi) dariperaturan. 
Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah : 
1. Transparansi/keterbukaan 
2. Partisipasi 
3. Koordinasi danketerpaduan. 
Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan 
untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris 
daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. 
Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan   tatatertib DPRD. 
Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan 
                                                             






penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup 
DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing- masing fraksi. Tim 
kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi ( A s/dD). 
Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan 
acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat 
paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, 
gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses pembahasan 
apabila DPRD memandangperlu dapat dilakukan studi banding ke daerah 
lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi 
rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.Dalam hal proses 
pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan 
dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir 
Fraksi.Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD 
dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada 
kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian 
rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling 
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan 
rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan 
oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 
paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerahtersebut. 
3.Asas PembentukanPerda 
Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut25: 
                                                             





1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan 
perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 
hendak dicapai. 
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap 
jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh 
lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan 
yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum 
bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidakberwenang. 
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-
benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis 
peraturanperundang-undangan. 
4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan 
perundang undangan harus memperhatikan efektifitas 
peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, 
baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan 
perundangundangan dibuat karena memang benar benar 
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
bermasayarakat, berbangsadanbernegara. 
6. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan 
harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika 
dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas 







g-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan 
dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan 
demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan 
seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses 
pembuatan peraturan perundang-undangan. 
 
Di samping itu materi muatan Perda harus mengandung asas-
asas sebagai berikut: 
1. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus 
berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka 
menciptakan ketentraman masyarakat. 
2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus 
mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi 
manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan 
penduduk Indonesiasecaraproporsional. 
3. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus 
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang 
pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara 
kesatuan RepublikIndonesia. 
4. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus 
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat . 





memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi 
muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 
berdasarkan Pancasila. 
6. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus 
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, 
kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-
masalah sensitifdalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
danbernegara. 
7. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus 
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara 
tanpakecuali. 
8. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap 
materimuatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat 
membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, 
ras, golongan, gender atau statussosial. 
9. Asasketertibandankepastianhukum,bahwasetiapmaterimuatanPerdaha
rus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan 
adanya kepastianhukum. 
10. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi 
muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan 
keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat 







C.Perdagangan Orang / Human Trafficking 
1. Sejarah Perdagangan Orang 
Berdasarkan sejarah, perdagangan atau perbudakan telah ada dan 
berkembang sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu yang dimulai dengan 
adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang 
paling kuat dan memiliki kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. 
Kepemilikan kekuasaan ekonomi dan politik menjadikan sumber dan peluang 
untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai akibat dari penaklukan yang 
dibayar dengan suatu pengabdian yang mutlak. Di benua Eropa khususnya 
Inggris, perbudakan diawali dengan adanya penaklukan negara Inggris ke 
beberapa negara di luar benua Eropa. Kasus perbudakan pertama – tama diketahui 
terjadi di masyarakat Sumeria, yang sekarang adalah Irak, lebih dari lima – ribu 
tahun yang lalu. Perbudakan terjadi di masyarakat Cina, India, Afrika, Timur 
Tengah dan Amerika. Perbudakan berkembang seiring dengan perkembangan 
perdagangan dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja untuk 
menghasilkan barang – barang keperluan ekspor.  
Pada masa itu perbudakan merupakan keadaan umum yang wajar, yang 
dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Tidak banyak yang memandang 
perbudakan sebagai praktik jahat atau tidak adil.1 Pada tahun 1300 – an orang 
kulit hitam Afrika dibeli atau ditangkap dari negara – negara Arab di Afrika 
Utara, yang digunakan sebagai budak selama bertahun – tahun. Menjelang tahun – 
tahun 1500 – an, Spanyol dan Portugal memiliki koloni – koloni di Amerika. 
Orang – orang Eropa memperkerjakan orang Indian pribumi Amerika di 





Kebanyakan orang Indian meninggal dunia karena terserang penyakit di Eropa 
dan karena perawatan yang tidak  memadai.  
Karena itu orang Spanyol dan Portugal mulai mendatangkan orang – orang 
dari Afrika Barat sebagai budak. Prancis, Inggris, Belanda berbuat serupa di 
koloni – koloni mereka di Amerika. Koloni – koloni Inggris di Amerika Utara 
menciptakan sistem ekonomi pertanian yang tidak dapat bertahan hidup tanpa 
meggunakan budak sebagai tenaga kerja. Banyak budak hidup di ladan pertanian 
yang luas / perkebunan, yang menghasilkan produk pertanian penting untuk 
diperdagangkan oleh koloni. Setiap perkebunan, merupakan desa kecil yang 
dimiliki oleh satu keluarga. Pemilik perkebunan besar dapat memiliki sampai 200 
budak. Budak - budak itu bekerja di ladang pertanian, mereka bekerja berat dan 
dalam waktu yang sangat lama. Undang – undang yang disahkan di koloni – 
koloni Ameria Selatan menyatakan ilegal bagi budak untuk menikah, memiliki 
harta kekayaan, atau memperoleh kebebasan. Peraturan itu juga tidak mengijinkan 
budak memperoleh pendidikan, bahkan untuk belajar membaca. Namun ada 
pemilik budak yang membolehkan budak mereka memperoleh kebebasan. 
Sekarang, kebanyakan orang di dunia mengutuk perbudakan. 
 Demikian halnya pada awal berdirinya negara Amerika. Banyak orang 
Amerika berpendapat bahwa perbudakan itu jahat, namun diperlukan. Pada awal 
tahun 1700 – an memiliki budak merupakan hal yang biasa dikalangan orang 
kaya, dan bukan suatu kejahatan. Adapun kampanye mengenai anti perbudakan 
dan perdagangan manusia dilakukan pertama kali di daerah Eropa dan Amerika, 
yakni dengan melahirkan beberapa konvensi – konvensi mengenai anti 





berkembang ke negara – negara lainnya seperti di daerah Asia dan Afrika, 
termasuk juga Indonesia.  
Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui 
perbudakan dan penghambaan. Masa kerajaan – kerajaan di Jawa, perdagangan 
orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem 
pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai 
kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tindak terbatas, hal ini 
tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir 
tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda 
kesetiaan. Sebagian lainnya adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga 
selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan 
oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga itu mempunyai ketertarikan 
dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang 
dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah – daerah 
tersebut masih merupakan legenda. 
 Koentjoro mengidentifikasi ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah 
terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah 
tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan, 
daerah tersebut adalah Jawa Barat ( Indramayu, Karawang, Kuningan ), Jawa 
Tengah ( Pati, Jepara, Wonogiri ),Jawa Timur ( Blitar, Banyuwangi, Lamongan 
).5 Dalam Prositution In Colonial Java dalam DP Chandler and M.C Ricklefs 
bahwa prostitusi di Indonesia mengalami puncaknya sekitar tahun 1811, yaitu 





jalan dan stasiun kereta api oleh Daendles. Sekarang juga masih terjadi dimana 
lokalisasi prostitusi dekat stasiun kereta api.  
Perkembangan prostitusi kedua adalah tahun 1870 ketika pemerintah 
Belanda melakukan privatisasi perkebunan dan kulturstelsel.6 Sistem feodal tidak 
sepenuhnya menunjukkan keberadaan perdagangan orang seperti yang dikenal 
dalam masyarakat modern ini, tetapi apa yang dilakukan pada masa itu telah 
membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat 
ini. Bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada 
periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem 
perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
Eropa. Perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan menjual anak perempuan 
untuk mendapat imbalan materi dan kawin kontrak. Kini perdagangan orang 
merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan di seluruh dunia. 
Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia 
saja yaitu perdagangan orang antarpulau, tetapi juga perdagangan orang di luar 
negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara – negara lain. 
Maraknya issue perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya 
pencari kerja baik laki – laki maupun perempuan bahkan anak – anak untuk 
bermigrasi ke luar daerah sampai keluar negeri guna mencari pekerjaan. 
Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan 
mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. 
Di Indonesia Terdapat peraturan mengenai perdagangan orang yang telah 





Pemberantas Tindak Pidana perdagangan Orang. Dan Aturan mengenai 
perdagangan orang di Indonesia di perkuat oleh : 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian 
Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepala Saksi dan Korban; 
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 
Tentang Prosedur Standar Operasional pelayanan Terpadu Bagi 
saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 
untuk didaerah; 
3. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Oang. 
 
2.Pengertian Human Trafficking 
Istilah Perdagangan Orang pertama kali dikemukakan pengertiannya pada 
tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan 
protocol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, 
khususnya kaum perempuan dan anak. 
Perdagangan orang (human trafficking) menurut definisi dari Pasal 3 
Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau 
penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau 
bentukbentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima 
pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan 





termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk 
lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-
praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. 
Definisi tersebut, mengandung tiga cabang pendekatan : Proses, cara dan tujuan, 
Proses Cara Tujuan 
Apa yang di lakukan ? Bagaimana Dilakukan? Mengapa dilakukan? 
- Perekrutan - Ancaman - Eksploitasi 
Seksual 
- Pengiriman - Kekerasan - TenagaKerja 
Paksa 
- Pemindahan - Penculikan - Perbudakan 
- Penampungan - Penipuan - Penghapusan 
Organ Tubuh 
- Penerimaan - Kecurangan - PRT Paksa 
 
Dari Tabel tersebut dapat di simpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan 
tindakan human Trafficking manakala salah satu elemen atau lebih dari tiga 
pendekatan tersebut atau lebih dari tiga pendekatan tersebut. 
Di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang pencegahan dan 
Penanganan Korban Perdagangan Orang, dalam BAB 1 Pasal 1, Perdagangan 
Orang adalah 26: 
``Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
                                                             






penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan  dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara 
maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi``. 
 
3.Faktor Penyebab Perdagangan Orang 
Faktor merupakan hal yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam 
suatu keadaan. Begitupun dengan praktek perdagangan manusia yang juga 
memiliki hal yang menyebabkan korban masuk dalam perangkap para pelaku 
praktek perdagangan manusia27. 
 
a.    Faktor Ekonomi 
Forrel menyatakan “Traffickers are motivated by money”.  Artinya pelaku 
perdagangan manusia termotivasi oleh uang. Faktor ekonomi menjadi salah satu 
penyebab utama terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi oleh 
kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan 
besarnya jumlah penduduk. Hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk 
mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang 
tidak sedikit. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja 
mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan 
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keluar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan 
keluarga mereka sendiri. 
Selain  kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antar negara juga 
menyebabkan perdagangan manusia. Negara-negara yang tercatat sebagai 
penerima para korban perdagangan manusia dari Indonesia lebih kaya dari 
Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Saudi Arabia. Hal 
ini disebabkan mereka memilih harapan akan lebih sejahtera jika bermigrasi ke 
negara lain. 
Selain itu, gaya hidup elit dengan budaya konsumtif sudah mewarnai 
sebagian masyarakat terutama yang bermukim di perkotaan. Wanita muda 
berkeinginan menikmati kemewahan hidup tanpa perlu perjuangan lebih. 
Menempuh jalur cepat untuk mendapatkan kemewahan walaupun tidak memiliki 
pekerjaan atau penghasilan yang memungkinkan mereka mendapatkan 
kemawahan itu. Dan bagi para pelaku perdagangan manusia, kondisi inilah yang 
menjadi peluang untuk menjaring korban untuk diperdagangkan. 
Dengan demikian, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat 
merupakan salah satu faktor perdagangan manusia. Oleh karena itu, kemiskinan 
dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi 
faktor sosial yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam rangka mengentaskan 
kemiskinan. 
b.    Ketidakadaan Kesetaraan Gender 
Faktor ini memiliki latar belakang yang cukup luas untuk dijadikan salah 
satu faktor perdagangan manusia. Ketidakadaan kesetaraan gender salah satu 





Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan 
perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini 
ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, 
pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah 
tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah 
tangga. Misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak. Selain 
peran perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai beban ganda, subordinasi, 
marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal 
dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau 
kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak 
atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-
laki. 
Banyak perempuan dan anak yang menjadi korban, hal ini karena dalam 
masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari 
kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali jadi beban ekonomi 
keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia 
muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena 
pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi 
perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang28. Setelah bercerai harus 
menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak-anak. Pendidikan rendah 
karena setelah menikah mereka berhenti sekolah dan rendahnya keterampilan 
mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan dari segi mental, ekonomi 
atau sosial tidak siap untuk hidup mandiri, sehingga cenderung memasuki dunia 
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pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan 
hidup. 
Pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi 
orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapat 
perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan masuknya anak kedalam dunia 
eksploitasi seksual komersial. Adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan 
perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada praktek 
perdagangan manusia. Ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan 
biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. 
Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan memasuki dunia 
eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya, keberadaan perempuan di dunia 
eksploitasi seksual lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi 
lingkungan sosial budaya di mana perempuan itu berasal sangat kuat 
mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim 
ke kota-kota besar. 
c.    Faktor Penegak Hukum 
Hukum seharusnya bertindak dan memihak bagi siapapun tanpa 
memandang status. Hukum merupakan serangkaian peraturan yang memilki 
sanksi bagi pelaku tindak kejahatan. Penegakan hukum terletak pada sikap 
menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dan sikap untuk menciptakan, 
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 
Kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili 
pelaku perdagangan manusia, termasuk pemilik, pengelola, perusahaan tenaga 





D. Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang 
Maksud dari pencegahan dan penanganan korban trafficking adalah untuk 
mensinergikan kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan pemeritah 
kabupaten/kota dalam tata langkah operasional pencegahan dan penanganan 
korban trafficking di daerah secara komprehensif, efektif, dan efisien. Adapun 
tujuannya, adalah untuk29: 
(1)Mencegahsejakdinitindakan trafficking,  
(2) Memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan 
manusia,  
(3) Menyelamatkan dan merehabilitasi korban trafficking, serta  
(4) Mem- berdayakan pendidikan dan per- ekonomian korban trafficking beserta 
keluarganya. 
Pencegahan sangat penting di lakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi 
kasus perdagangan orang yang dapat mencederai hak hak manusia. Ada beberapa 
hal yang bisa kita lakukan untuk pencegahan , misalkan dengan Cara sosialisasi, 
Sasaran dari program sosialisasi iniadalahsiswa/siswiSMA,SMK,dan Madrasah 
Aliyah, serta remaja ataupun masyarakat. Upaya sosialisasi yang dilaksanakan 
Pemerintah dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni penyuluhan ke sekolah-
sekolah dan penyebaran pamflet/leaflet yang berisi tentang informasi terkait 
traffiking dan perlindungan perempuan sangat lah bermanfaat. 
                                                             






Meningkatkan Kualitas Pendidikan juga sangatlah penting dan serta 
pelatihan pelatihan kepada masyarakat, serta Pengawasan instansi yang terkait 
agar tidak terjadinya perdagangan orang tersebut. 
Penanganan Korban perdagangan orang jugalah hal yang tidak bisa di 
lupakan, sebab korban perdagaganan orang sangat memerlukan penanganan yang 
di berikan untuk mereka. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya 
terpadu yang dilakukanuntuk penyelamatan, penampungan,pendampingan, dan 
pelaporan.Dalam upaya penanganan, ter- dapatpula program-program berbasis 
pelayanan yang diberikan kepada korban. Adapun bentuk pelayanan yang 
diberikan kepada korban dapat Secara umum, penanganan terhadap korban 
trafficking meliputi tiga hal, yakni: 
1.  Identifikasi, yaitu untuk meng- identifikasi orang-orang yang tereksploitasi 
sebagai korban trafficking, bukan mengiden- tifikasi pelaku trafficking89, lalu 
memindahkanorang/korban tersebut ke penampungan atau tempat yang lebih 
aman, untuk kemudian dilanjutkan dengan tindakan rehabilitasi 
2 .Rehabilitasi, merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi korban 
trafficking. Lamanya korban untuk direhabilitasi tergantung pada tingkat kondisi 
korban. Menurut IOM, apabila seseorang telah teridentifikasi sebagai korban 
trafficking, kor- ban harus ditempatkan  pada suatu penampungan atau rumah 
aman yang menyediakan ling- kunganyangamandanterlindung bagi pemulihan 
korbandan 
3. Reintegrasi, Reintrgasi merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti program 
rehabilitasi sehingga korban,keluarga, masyarakat kembali terjalin dalam 







Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan orang dalam Perda Kota 
Medan No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban 
Perdagangan Orang 
A. Gambaran lokasi 
1.Sejarah Singkat Berdirinya Pemerintahan Kota Medan 
              Kampung kecil, yang dalam masa kurang lebih 80 tahun berkembang 
pesat menjadi kota, yang dewasa ini kita kenal sebagai kota Medan, berada di satu 
tanah datar atau Medan, ditempat sungai Babura bertemu dengan Deli, yang 
diwaktu itu dikenal sebagai “Meddan Putri”, tidak jauh dari jalan Putri Hijau 
sekarang.  
            Menurut Tengku Lukman Sinar, SH dalam bukunya yang berjudul 
“Riwayat Hampiran Perak” yang terbit pada tahun 1971, yang mendirikan 
kampong Medan adalah Raja Guru Patimpus, nenek moyang Datuk Hamparan 
Perak (Dua Belas Kuta) dan Datuk Sukapiring, yaitu dua dari tempat Kepala Suku 
Kesultanan Deli. 
           Deli mulai terkenal namanya setelah orang-orang Belanda, yang dipelopori 
Neinhuys, membuka perkebunan tembakau di sekitar Medan. Dalam beberapa 
tahun saja Deli terkenal diseluruh dunia karena dalam tembakau yang 






Di tahun 1981, Medan menjadikan Kotapraja, tetapi tidak termasuk dalamnya 
daerah kota Maksum dan daerah sungai Kera yang tetap berada dibawah kawasan 
Sultan Deli. Ketika itu, penduduk Medan telah berjumlah 43,862 jiwa, dan terdiri 
dari 409 orang bangsa Eropa, 25.000 orang bangsa Indonesia 8.269 orang bangsa 
Cina dan 130 orang bangsa asing lainnya. 
         Kemudian melalui undang-undang darurat Nomor 7 dan tahun 1956, 
dibentuk di provinsi Sumatera Utara daerah-daerah Tingkat II. Antara lain, 
Kabupaten Deli Serdang dan Kotamadya Medan. Perkembangan selanjutnya di 
Provinsi Sumatera Utara umumnya dan Kotamadya khususnya, memerlukan 
perluasan daerah untuk mampu menampung laju perkembangan. Oleh karena itu, 
maka dikeluarkan peraturan pemerintah No 22 Tahun 1973, melalui nama 
dimasukkan beberapa bagian dari Kabupaten dan 116 Kelurahan dengan surat 
persetujuan Mendagri No.140/2271/PUOD tanggal 05 Mei. 
         Kota Medan terletak antara 2º.27’ - 2º.47’ Lintang Utara, 98º.35’- 98º.44’ 
Bujur Timur. Kota Medan 2,5- 37,5 meter di atas permukaan laut. Batas   kota   
Medan   sebelah   utara,   selatan   barat   dan   timur   dengan kabupaten Deli 
Serdang. 
           Kota Medan merupakan salah satu dari 33 daerah tingkat II di Sumatera 
Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 km2. Kota ini merupakan  pusat  
pemerintahan  daerah  tingkat  I  Sumatera Utara  yang berbatasan  langsung  
dengan  kabupaten  Deli  Serdang  di  sebelah  utara, selatan, barat dan Timur.  
           Sebagian  besar  wilayah  kota  Medan  merupakan  dataran  rendah yang 
merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu sungai Babura dan sungai 





stasiun Polonia pada tahun 2011 berkisar antara 23,2 º C – 24,2 C dengan suhu 
maksimum berkisar antara 31,6 C – 35,8 C dan suhu maksimum berkisar 29,1 C-
32,9 C. 
            Kota Medan sebagai ibukota provinsi di Sumatera Utara merupakan kota 
di Sumut dengan tindakan trafiking terbesar. Kota Medan bukan saja sebagai 
daerah transit namun juga daerah tujuan tindakan trafiking artinya banyak 
pihakpihak di Kota Medan yang merupakan konsumen dari korban trafiking 
tersebut.  
            Kota Medan adalah Kota Metropolitan  terbesar ke 3 di Indonesia dengan 
jumlah penduduk sebanyak 2.983.868 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan 
lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki. Jumlah pekerja Perempuan 
sekitar 373.755 jiwa. Usia rata-rata tenaga kerja adalah 15 s/d 60 tahun. Tidak 
sedikit penduduk Kota Medan yang memiliki latar belakang pendidikan yang 
kurang baik sehingga banyak pula yang menjadi pengangguran dan berharap 
mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang 
tidak bertanggung jawab untuk mengajak dan merekrut penduduk yang tidak 
bekerja dengan pemberian janji-janji yang menggiurkan. Tentu saja ini menarik 
untuk para pengangguran terutama perempuan dan anak-anak yang tidak 
berpendidikan.  
         Bahwa pada tahun 2013, jumlah kasus trafiking di Medan meningkat 
sebanyak 75 % . Data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Medan juga menunjukkan angka kasus yang 
meningkat yaitu  pada tahun 2012 kasus yang ditangani oleh BPPKB Kota Medan 







2. Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dalam Perda 
Kota Medan No 3 Tahun 2017 
             Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sangat lah harus 
di perhatikan , tekhurus nya dalam Peraturan Daerah maupun Undang undang 
tentang Perdagangan orang. Pencegahan sangat di perlukan dan di terapkan agar 
tidak terjadi kasus Perdagangan orang dan Penanganan juga sangat lah penting 
untuk di berikan dan tidak di abaikan bagi para Korban, Di dalam Perda Kota 
Medan No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban 
Perdagangan Orang ada Pasal yang mengatur mengenai pencegahan dan 
Penanganan Korban Perdagangan Orang., jelas bawah pemerintah mempunyai 
peranan yang sangat penting dalam Pencegahan perdagangan orang. Seperti 
halnya yang termuat dalam Perda No 3 tahun 2017 di Bab III Pasal 4 ,5, 6  : 
BAB III 
PENCEGAHAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG 
Pasal 4 
(1) Pemerintah Daerah, masyarakat , dan keluarga wajib mencegah terjadinya 
korban perdagangan orang 
(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan 
pencegahan terjadinya korban perdagangan orang melalui kebijakan; 





2. Pencegahan preventif, 
 
Bagian Kesatu 
Kebijakan Pencegahan Preemtif 
Pasal 5 
    (1).  Kebijakan Pencegahan premtif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 
2 huruf a dilakukan melalui: 
a. Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal bagi 
masyarakat. 
b. Pembukaan aksebilitasi bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, 
pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial 
c. Fasilitas penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat 
d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan 
perdagangan orang. 
Bagian Kedua 
Kebijakan Pencegahan Previntif 
Pasal 6 
(1) Kebijakan pencegahan preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 
huruf b dilakukan melalui: 





b. Pelayanan perizinan yang jelas, pasti, dan rasional 
c. Melakukan pendapatan, pembinaan, dan meningkatkan pengawasan terhadap 
PPTKIS dan korporasi 
d. Melakukan pendataan dan memonitor terhadap seiap warga yang akan bekerja 
di luar daerah 
e. Membuka pos pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang. 
            Untuk penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dalam Perda No. 3 
tahun 2017 tersebut dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Sepertihal nya 




Pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang bertujuan untuk : 
1. Mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan Orang; 
2. Memberikan Perlindungan terhadap orang darieksploitasi dan perbudakan 
manusia; 
3. Menyelematkan dan merahibilitasi korban perdagangan orang 
4. Mengadvokasi hak hak normatif korban 
5. Memberdayakan pendidikan korban perdagangan orang, serta; 






PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG 
Pasal 7 
(1) Pemerintah daerah melaksanakan penanganan korban perdagangan orang 
melalui : 
a. Penampungan dan pendampingan 
b. Penjemutan korban perdagangan orang yang berasal dari daerah; 
c. Koordinasi dengan instansi lain / pihak pihak lain yang terkait dalam rangka 
proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke wilayah asalnya; 
d. Melaporkan kepada aparatur penegak hukum yang berwenang tentang adanya 
tindak pidana perdagangan orang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan 
peraturan perundang undangan; dan 
e. Fasilitas pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban 
perdagangan orang. 
BAB V 
REHABILITASI DAN REINTREGRASI SOSIAL 
(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi dan reintregasi sosial 
terhadap korban perdagangan orang meliputi : 
a. Pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang; 








Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A.Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2017 
Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan  
Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2017 yang di buat Oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan merupakan dasar Hukum tentang 
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Medan. Di 
dalam Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2017 di jelaskan bawah Perdagangan 
orang adalah ``tindakan perekrutan, pengangkutan , penampungan, pengiriman , 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara 
maupun di luar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 
terpolitasi``. Dan untuk Korban, di jelaskan di dalam Perda Kota Medan No 3 
Tahun 2017 , yang di maksud Korban adalah : Seseorang yang mengalami 
penderitaan psikiis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang 
diakibatkan atas perbuatan perdagangan orang. 
Bawah untuk mengantisipasi perdagangan orang Pemerintah Kota Medan 
harus melindungi warganya, khususnya anak anak dan perempuan, atas tindakan 






Sesuai yang ada dalam Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2017, jelas bawah 
pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pencegahan 
perdagangan orang. Seperti halnya yang termuat dalam Perda No 3 tahun 2017 di 
Bab III Pasal 4 ,5, 630 : 
BAB III 
PENCEGAHAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG 
Pasal 4 
(1) Pemerintah Daerah, masyarakat , dan keluarga wajib mencegah terjadinya 
korban perdagangan orang 
(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan 
pencegahan terjadinya korban perdagangan orang melalui kebijakan; 
4. Pencegahan Preemtif, dan 
5. Pencegahan preventif, 
 
Bagian Kesatu 
Kebijakan Pencegahan Preemtif 
Pasal 5 
    (1).  Kebijakan Pencegahan premtif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 
2 huruf a dilakukan melalui: 
a. Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal bagi 
masyarakat. 
                                                             






b. Pembukaan aksebilitasi bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, 
pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial 
c. Fasilitas penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat 
d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan 
perdagangan orang. 
Bagian Kedua 
Kebijakan Pencegahan Previntif 
Pasal 6 
(1) Kebijakan pencegahan preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 
ayat 2 huruf b dilakukan melalui: 
a. Mengembangkan sistem pencegahan yang efektif dan responsif 
b. Pelayanan perizinan yang jelas, pasti, dan rasional 
c. Melakukan pendapatan, pembinaan, dan meningkatkan 
pengawasan terhadap PPTKIS dan korporasi 
d. Melakukan pendataan dan memonitor terhadap seiap warga 
yang akan bekerja di luar daerah 
e. Membuka pos pos pengaduan adanya tindak pidana 
perdagangan orang. 
Sudah jelas pencegahan perdagangan orang sangat la penting untuk di 
lakukan, dan Peneliti juga mewawancarai Salah satu Dinas yang terkait dalam 
mengupayakan pencegahan Peradagangan Orang di Kota Medan, yaitu Dinas 
Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan anak dan Pemberdayaan masyarakat 
Kota Medan, dimana dinas tersebut juga sangat berperan penting dalam 





wawancara yang peneliti lakukan terhadap Bapak Robert A. Napitupulu,A.P.,M.Si 
Selaku Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan perlindungan Khusus Anak, Di 
mana hasil dari wawancara beliau, Kasus Perdagangan Orang di Kota Medan 
emang Tidak bisa di elakan, di karenakan beberapa faktor yang terjadi dan dialami 
seperti faktor ekonomi,sosial, dan pendidikan, akan tetapai Dinas Pemberdayaan 
Perempuan , perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Medan sudah 
berupaya melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan tentang perdagangan 
orang di tengah masyarakat, walaupun belum terlalu luas melakukan sosialisasi 
tersebut. Ini lah jadi tugas besar pemerintah untuk selalu melakukan sosialisasi di 
tengah masyarakat tentang perdagangan orang yang bisa saja terjadi. 
Akan tetapi masih ada kebijakan kebijakan yang belum terealisasikan 
dengan baik sepertinya minimnya adanya pengaduan pos pos terjadinya 
perdagangan orang, yang dimana masyarakat kota medan masih tidak tau tentang 
po pos pengaduan tersebut, dan ini menjadi hambatan terimplementasi nya perda 
tersebut, karna pemerintah dan dinas dinas terkait belum maksimal dan belum 
berkoordinasi untuk pencegahan perdagangan orang. 
Suatu hal yang paling penting terhadap perdagangan orang adalah, 
penanganan Korban Perdagangan Orang. bahwa pada tahun 2013, jumlah kasus 
trafiking di Medan meningkat sebanyak 75 %31. Data yang diperoleh dari Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Medan juga 
menunjukkan angka kasus yang meningkat yaitu  pada tahun 2012 kasus yang 
ditangani oleh BPPKB Kota Medan sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2013 
meningkat menjadi 35 kasus. Bahkan 2019 yang lalu pada bulan November terjadi 
                                                             





4 korban perdagangan orang warga kota medan menjadi korban perdagangan 
orang, dan ada beberapa Korban yang tidak sepenuhnya mendapatkan penanganan 
sesuai dalam Perda No. 3 tahun 2017 tersebut dan Penanganan Korban 





Pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang bertujuan untuk : 
6. Mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan Orang; 
7. Memberikan Perlindungan terhadap orang darieksploitasi dan 
perbudakan manusia; 
8. Menyelematkan dan merahibilitasi korban perdagangan orang 
9. Mengadvokasi hak hak normatif korban 
10. Memberdayakan pendidikan korban perdagangan orang, serta; 
11. Memberdayakan perekonomian korban perdagangan orang 
Selanjutnya Penanganan Korban Perdagangan Orang sangat lah penting 
bagi para pihak Korban, dimana Para korban Perdagangan Orang harus sangat 
di perhatikan oleh pemerintah, Karena itu di dalam Perda Kota Medan No 3 
Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban PerdaganganOrang, 
Penanganan Korban  Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang 
dilakukan untuk penyelamatan, penampungan,pedampingan, dan pelaporan. 
                                                             






Di dalam Perda No 3 Tahun 2017 juga terdapat tentang penanganan korban 
perdagangan orang terdapat dalam Bab IV : 
 
BAB IV 
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG 
Pasal 7 
(1) Pemerintah daerah melaksanakan penanganan korban perdagangan orang 
melalui : 
a. Penampungan dan pendampingan 
b. Penjemutan korban perdagangan orang yang berasal dari 
daerah; 
c. Koordinasi dengan instansi lain / pihak pihak lain yang terkait 
dalam rangka proses pemulangan bagi korban perdagangan 
orang ke wilayah asalnya; 
d. Melaporkan kepada aparatur penegak hukum yang berwenang 
tentang adanya tindak pidana perdagangan orang guna diproses 
lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan 
e. Fasilitas pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi 
korban perdagangan orang. 
                                  BAB V 
REHABILITASI DAN REINTREGRASI SOSIAL 
(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi dan reintregasi sosial 
terhadap korban perdagangan orang meliputi : 





b. Reintregasi sosial korban perdagangan orang ke keluarganya atau 
lingkungan masyarakat; dan 
c. Pemberdayaan ekonomi dan atau pendidikan terhadap korban 
perdagangan orang atau keluarga. 
Perda kota Medan No 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan 
penanganan Korban Perdagangan orang di kota medan sudah menjadi prodak 
hukum yang sangat baik dalam hal pencegahan dan penanganan korban 
perdagangan orang di kota Medan, akan tetapi Respon dan beberapa informan 
dari beberapa informan dan korban, Pemerintah masih belum maksimal dalam 
hal pencegahan untuk tidak terjadi nya perdagangan orang, dan masih ada 
beberapa penanganan korban yang belum maksimal, Sepertihalnya belum 
sepenuhnya pemulihan kesehatan fisik dan psikis, dan fasilitas bantuan hukum 
bagi pihak korban perdagangan orang. Padahal di dalam Perda No 3 tahun 
2017 tentang pencegahan dan Penanganan Korban  perdagangan orang sudah 
jelas bawah penanganan korban perdagangan orang sangat di perhatikan. 
Karena itu Perda tersebut tidak hanya berjalan sendiri, akan tetapi 
membutuhkan dukungan oleh pemerintah atau pun dinas dinas yang terkait, 
serta tetap memberikan sosialisasi sosialisi atau melakukan suatu hal yang 
dapat mencegah tidak terjadinya perdagangan orang di kota Medan, sebab 
Sosialisasi mengenai Perdagangan orang di kota Medan belum lah maksimal di 
kota Medan dan serta juga memberikan penanganan yang baik untuk para 





B. Faktor Penghambat dan Pendukung Terhadap Implementasi Peraturan 
Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan 
Penanganan Korban Perdagangan Orang. 
Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Medan No 3 tahun 2017 
Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di kota 
Medan  tidak bisa terlepas dari peran berbagai macam elemen. Soerjono 
Soekarto dalam bukunya menjelaskan tentang teori efektivitas hukum adalah 
bawah efektif atau tidaknya suatu hukum di tentukan oleh 5 faktor, yaitu: 
Faktor hukumnya sendiri (undang undang ). Faktor Penegak Hukum, yakni 
pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, selanjutnya faktor 
sarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum, selanjutnya faktor 
masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di 
terapkan, dan terakhir faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan 
rasa saying didasarkan pada manusia33 . 
Berdasarkan Penelitian Faktor hukumnya sendiri (Peraturan Daerah) 
sudah memberikan kekuatan hukum yang sangat baik , akan tetapi Pemerintah 
Belum lah mensosialisasikan dengan maksimal dan dengan baik. Kabid 
Perlindungan Hak perempuan dan perlindungan khusus anak Kota Medan 
yaitu Bapak Robert A. Napitupulu, A.P., M.Si Mengungkapkan Pemerintah 
masih menghadapi banyak Faktor hambatan dalam upaya pencegahan dan 
penanganan Perdagangan orang34. Terbatasnya ketersediaan anggaran dan 
minimnya SDM berkualitas menjadi contoh faktor penghambat. Selanjutnya 
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juga Komitmen para pengambil keputusan dan pimpinan daerah terhadap isu 
perdagangan orang juga masih rendah.  
Selain Faktor internal Pemerintahan, ada juga Faktor  hambatan 
eksternal, yaitu Budaya konsumtif dan hedonism di masyarakat dan keinginan 
mendapatkan sesuatu secara instan dan mudah juga menjadi hambatan proses 
Pencegahan dan Penanganan Korban perdagangan orang.Kemiskinan dan 
kurangnya kesempatan kerja membuat banyak tenaga kerja mencari pekerjaan 
tanpa persiapan dan bekal keterampilan yang memadai. 
Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat tentang perdagangan 
orang juga menjadi kendala tersendiri. Dan kemajuan Teknologi informasi 
juga dimanfaatkan para pelaku untuk menjerat korbannya dengan berbagai 
cara. 
Adapun faktor pendukung pengimplementasian Perda Kota Medan No 
3 tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban perdagangan 
Orang di Kota Medan antara lain, Kerjasama antar setiap elemen pemerintahan 
dan masyarakat, ketersediaan anggaran  atau dana, karna anggaran dan dana 
juga di perlukan salah satunya untuk mensosialisasikan perda tersebut serta 
untuk penanganan seperti rehabilitas dan lain nya, selanjutnya kerjasama antar 
lembaga sangat lah penting untuk mendukung pengimplementasian perda 
tersebut, dan yang peling penting semua elemen masyarakat juga berperan 






C. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah 
Kota Medan No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan 
Korban Perdagangan Orang 
Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan 
memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian 
secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur 
dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai 
sesuatu . Dan Penelitian ini memfokuskan kepada SIyasah Dusturiyah. 
Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fikih siyasah yang 
bertujuan dan berfokus dalam pembahasan tentang kajian perundang-undangan 
pada suatu negara. Pada kajian ini berkaitan dengan pembahasan tentang 
konsep konsitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya 
perundang-undangan dalam suatu negara). Legalisasi atau implementasi 
(bagainana cara perumusan undang-undang). Lembaga demokrasi dan syura 
juga dapat dikatakan sebagai pilar utama dalam perundang-undangan 
tersebut35. Lalu, Kajian ini juga membahas tentang negara hukum siyasah dan 
hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak warga 
negara yang wajib dilindungi.Fikih Siyasah dusturiyah juga biasanya dibatasi 
hanya pada pembahasan pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut 
oleh ihwal kenegaraan dari sudut persesuaian dengan prinsip-prinsip agama 
dan haruslah ada realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi 
kebutuhanya. 
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Sebagaimana dalam tinjauan fiqh siyasah, penetapan pembentukan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini termasuk ke dalam 
Siyasah Dusturiyah. Menurut al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul al-
Ahkam al- Sulthaniyyah, siyasah dusturiyyah menyangkut tentang peraturan 
perundang- undangan36 . Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy, 
siyasah dusturiyyah berarti menyangkut tentang politik pembuatan perundang-
undangan. Arti kata Dusturiyyah berasal dari kata dusturi yang merupakan 
bahasa Persia. 
Sumber fiqih siyasah dusturiyah pertama adalah al-qur’an yaitu ayat-
ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarkatan, serta 
semangat ajaran-ajaran  dari al-qur’an. Kemudian  kedua adalah hadist-hadist 
yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW 
didalam menerapkan hukum dinegri arab.  Ketiga adalah kebijakan-kebijakan 
Khalifa al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahannya, sesuai dengan 
pembahasan masing-masing. Keempat adalah hasil ijtihad para ulama’, 
didalam masalah fiqih siyasah dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu 
dalam memahami semangat dan prinsip fiqih dusturiyah  dalam mencapai 
kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik, 
sumber Kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip al-quran dan hadis.  
Fiqih siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-
undang dasarnegarayang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam 
menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang 
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berjudul al-siyasah ala syar’iyyah, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam 
perumusan undang-undang dasar ini adala jaminan hak asasi manusia setiap 
anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, 
tanpa membeda-bedakan stafikasi sosial kekayaan, pendidikan, dan agama37 . 
Pembahasan tentang konsitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan 
kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber 
materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber 
penafsirannya.  
Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah Undang-Undang 
Dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan. Dengan landasan 
yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk 
mengikat dan mengatur masyarakat dalam Negara yang bersangkutan. 
Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk 
menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang 
tersebut diterapkan. Terdapat beberapa kaidah fiqih yang kemudian dijadikan 
pegangan dalam bidang kajian fiqih siyasah, yang tidak lain tujuannya pun 
sebagaimana tujuan penetapan hukum Islam yakni kemaslahatan manusia 
didunia dan di akhirat. 
Siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang 
bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), 
batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksaan urusan umat, dan ketetapan hak-
hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa 
dan rakyat.  Siyasah dusturiyah mulai berkembang dari konstitusi Madinah 
                                                             





kepada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Madinah kemudian dituangkan 
dalam Undang-undang dasar masing-masing Negara di dunia Islam sesuai 
dengan kondisi sosial politik di Negaranya masing-masing. Nilai-nilai yang 
diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak 
asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status 
sosial, metari, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan 
perundang undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk 
memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqih siyasah 
dusturiyahakan tercapai  
Berdasarkan pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ulama di 
atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqih siyasah merupakan salah satu 
aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 
kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi 
manusia itu sendiri. 
Adapun tinjauan Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan Perda yang membahas 
masalah perundang-undangan negara disebut dengan Siyasah Dusturiyah 
yaitu: 
1. Membahas tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar 
negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara) 
2. Membahas legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) 
3. Membahas lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar 
penting dalam perundang-undangan negara serta umah yang menjadi 





Membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar’iyah, tujuan dan 
tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara 
pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib 
dilindungi. 
Mengenai Perdagangan Orang, yang dimana merenggut hak asasi di setiap 
manusia, Tokoh politik Islam, Abu al-Ala` al-Maududi menyebutkan bahwa 
hak asasi manusia merupakan hak universal bagi seluruh manusia yang harus 
di perhatikan dalam segala keadaan. Dengan kata lain al-Maududi berpendapat 
bawah Setiap manusia mempunyai hak nya yang sama dan harus di jaga dan 
tidak boleh di renggut, salah satunya dengan merenggut hak asasi manusia 
dengan memperdagangkan atau pun mempekerjakan dengan tidak layak, dan 
menurut al-Maududi undang undang yang di buat mestinyadapat menjamin 
hak asasi manusia semua warganya.  
Dan menurut al-Maududi hak hak asasi manusia yang harus di perhatikan 
sebagai berikut38 :  
d. Perlindungan nyawa, kehormatan, dan harta benda. 
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 17939: 
 َولَكُْم فِي اْلِقَصاِص َحيَاةٌ يَا أُوِلي اْْلَْلبَاِب لَعَلَّكُْم تَتَّقُونَ 
“Dan di dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang 
yang berakal agar kamu bertakwa.” (QS. 2/179) 
e. Kebebasan mengeluarkan pendapat, hidup. Keyakinan, dan 
peribadatan. 
f. Kebebasan menekuni profesi atau pekerjaan. 
                                                             
38Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam, ( Jakarta ; Kencana,2010), hlm 36  





Dengan demikian Islam menganjurkan agar kita menghargai hak mengasihi, 
menolong, membebaskan, dan berlaku adil kepada orang lain. Dengan 
demikian Islam adalah agama yang melarang adanya trafficking, karena Islam 
adalah agama yang menyamakan derajat umatnya, dan sangat menjunjung 
tinggi yang namanya Hak Asasi manusia. 
Tujuan daripada perda Kota Medan No 3 tahun 2017 Tentang 
Pencegahan dan Penangan Korban Perdagangan Orang adalah menjamin Hak 
setiap masyarakat nya dan Perlindungan masyarakat Pada peraturan daerah 
tersebut memiliki tujuan yang dapat dianalogikan bagi perkembangan umat. 
Terdapat pada pasal 2yaitu:  
 
BAB II 




Pencegahan dan Penanganan Korban perdagangan Orang berasaskan 
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan 
memperhatikan : 
a. Penghormatan dan Pengakuan terhadap hak dan matabat 
manusia 
b. Keopastian hukum  
c. Proporsionalitas 
d. Non diskriminasi 





f. Keadilan  
Maka, peneliti dapat menyimpulkan kaitan peraturan daerah Kota 
Medan No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban 
Perdagangan Orang memiliki kesamaan dengan siyasah dusturiyah. 
Kesamaanya terletak peran peraturan sebagai akidah aturan normatif dalam 
lingkup masyarakat. Peran peraturan daerah tersebut memiliki manfaat yang 
cukup signifikan dengan keberlangsungan umat islam untuk menjaga setiap 
hak masyarakatnya. Karena setia masyarakat nya mempunyai hak hak mereka 









Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Peraturan daerah Nomor 
3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban 
Perdagangan Orang di Kota Medan ,maka kesimpulan yang didapat 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 
Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang 
di Kota Medan belum sepenuhnya optimal terealisasikan. Adapaun 
hal Pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang sangat 
penting untuk di lakukan, Seperti Pencegahan Preemtif yang di 
mana Pencegahab Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung 
rencana, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan 
pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dan Juga 
Pencegahan Previntif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan korban 
perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan 
pengendalian. Dan Penanganan Korban wajib di dapatkan oleh 
korban  untuk penyelamatan, penampungan pendampingan dan 





2. Faktor merupakan hal yang menyebabkan seseorang masuk ke 
dalam suatu keadaan. Begitupun dengan praktek perdagangan 
manusia yang juga memiliki hal yang menyebabkan korban masuk 
dalam perangkap para pelaku praktek perdagangan manusia. 
Seperti beberapa faktor Ini, Faktor ekonomi menjadi salah satu 
penyebab utama terjadinya perdagangan manusia yang 
dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak 
ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. 
Kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam 
mengadili pelaku perdagangan manusia, termasuk pemilik, 
pengelola, perusahaan tenaga kerja merupakan celah hukum yang 
menguntungkan para trafficker. 
3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksana Peraturan Daerah Kota 
Medan No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan 
Korban Perdagangan Orang di kota Medan sudah sesuai dengan 
konsep fiqh siyasah yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, 
namun dalam proses pelaksanaan dan pengawasan belum 
sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.Belumnya 
maksimal untuk mensosialisasika tentang Perda tersebut serta 
penanganan yang belum semuanya di dapatkan oleh korban 
perdagangan orang. Karena dalam Islam sangat menjaga hak hak 








Berdasarkan pada penelitian serta kesimpulan yang telah penulis 
uraikan di atas, maka penyusun akan memberikan saran yang 
diharapkan berguna bagi pelaksanaan aturan Pencegahan dan 
penanganan korban Perdagangan orang sebagai berikut: 
1. Bagi para pihak Pemerintah serta dinas dinas yang terkait agar 
kiranya terus berpartisipasi untuk mendukungdan tetap 
menjalankan perda tersebut untuk pencegahan dan penanganan 
korban perdagangan orang di Kota Medan. Serta di sarankan untuk 
Peda Ini Termuat Sanksi yang tegas untuk oknum yang melakukan 
kejahatan Perdagangan Orang.Dan agar Pemerintah terkhusus nya 
dinas yang terkait seperti Dinas Pemberdayaan 
perempuan,Perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat Kota 
Medan selalu mengedukasi serta mensosialisasikan Perda tersebut 
serta menangani korban perdagangan orang semaksimal mungkin. 
2. Di harapkan Kepada Penegak Hukum, untuk menindak lanjuti 
pelaku perdagangan Orang di Kota Medan, agar di hari yang akan 
datang tidak terjadi lagi, dan adanya pengawasan ketat terhadap 
badan badan pemeeerintah yang berkaitan dengan penanganan 
lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 





3. Di harapkan keikutsertaan masyarakat untuk sama sama 
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